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Konsumen Cermat 
DALAM KONTRAK KLAUSULA BAKU

Oleh : Dian Ismala 

alam dunia bisnis 
sekarang ini  interaksi 
antara konsumen 
dengan produsen  

sering dilakukan dalam bentuk lisan 
maupun tulisan. Salah satu wujud dari 
perjanjian itu dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen adalah dengan 
adanya Kontrak Baku atau Standardzed 
Contract.Kontrak Baku adalah perjanjian 
antara KOnsumen dengan pelaku usaha 
secara tertulis yang dalam bentuk ” 
kontrak.”

Kontrak baku  biasanya dapat kita 
temukan berupa formulir yang isi, 
bentuk, serta cara penutupannya telah 
distandardisasi atau dibakukan secara 
sepihak oleh pelaku usaha serta bersifat 
missal tanpa memperƟ mbangkan 
perbedaan kondisi yang dimiliki 
konsumen (take it or leave it contract). 
Isi atau ketentuan  yang terdapat 
didalam suatu kontrak baku  disebut 
dengan Klausula Baku (Standardized 
Clause). Contoh dari klausula baku itu 
adalah Perjanjian /Kontrak dalam bidang 
perbankan, Asuransi, Perumahan dan 
lain-lain sejenisnya, bon-bon pembelian, 
Ɵ ket transportasi laut, udara, kereta api, 
Parkir dan lain sejenisnya.

SeperƟ  telah kita ketahui bahwa sejak 
telah diundangannya UU No. 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
pencantuman suatu Klausula Baku wajib 
dicantumkan. Klausula baku sendiri 
dalam UUPK didefi nisikan sebagaii 
“SeƟ ap aturan atau ketentuan dan 
syarat-syarat yang telah disiapkan 
dan ditetapkan terlebih dahulu 
secara sepihak oleh pelaku usaha, 
dituangkan dalam suatu dokumen 
dan/atau perjanjian yang mengikat 
dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”  
Tujuan dari UUPK mengatur  tentang 
klausula baku dikarenakan bertujuan 
untuk menempatkan kedudukan 
konsumen setara dengan pelaku 
usaha berdasarakan prinip kebebasan 
berkontrak.
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mengandung perintah kepada suatu pihak untuk 
melakukan suatu perbuatan.

Eksekusi merupakan suatu Ɵ ndakan hukum yang 
dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang 
kalah pada suatu perkara yang diajukan di muka 
Pengadilan. Dapat dikatakan eksekusi Ɵ ada lain 
yakni suatu Ɵ ndakan yang berkesinambungan 
dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

Dalam pelaksanaan eksekusi, terdapat 
keƟ dakjelasan peraturan dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, yaitu :
1. Berkaitan dengan prosedur per mohonan 

eksekusi;
2. Berkaitan dengan pihak yang dapat 

mengajukan permohonan eksekusi;
3. Berkaitan dengan pengadilan yang berwenang 

mengeluarkan penetapan eksekusi.

Permohonan eksekusi dapat dilakukan baik 
terhadap putusan BPSK maupun putusan 
keberatan, namun UU Perlindungan Konsumen 
Ɵ dak menyediakan peraturan yang lebih rinci 
berkaitan dengan hal tersebut. Pelaksanaan 
putusan diserahkan dan menjadi wewenang 
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dilakukan dengan cara :

1.  Konsiliasi
 Penyelesaian sengketa yang 

inisiaƟ fnya datang dari satu pihak 
atau para pihak dengan didampingi 
oleh Majelis BPSK sebagai konsiliator 
atau perantara yang bersifat pasif.

2.  Mediasi
 Penyelesaian sengketa yang 

inisiaƟ fnya datang dari satu pihak 
atau para pihak dengan didampingi 
oleh majelis BPSK sebagai mediator 
atau perantara yang bersifat akƟ f.

3.  Arbitrase
 Penyelesaian sengketa konsumen 

dimana para pihak menyerahkan 
sepenuhnya kepada Majelis 
BPSK untuk memutuskan dan 
menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Mengenai upaya hukum terhadap 
putusan BPSK ada beberapa pasal dari 
UU Perlindungan Konsumen yang dapat 
dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu 
Pasal 54 ayat 3, Pasal 56 ayat 2, dan Pasal 
58 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen. 
Dari ketentuan pasal tersebut 
nanƟ nya akan bisa diketahui 
dapat dan Ɵ daknya putusan 
BPSK dilakukan upaya hukum. 
Perlindungan BPSK yang 
bersifat fi nal dan mengikat 
belum dapat melindungi 
konsumen karena masih 
terdapat ketentuan yang 
bertentangan terhadap arƟ  
putusan BPSK yang bersifat 
fi nal dan mengikat.

Kedudukan BPSK sebagai lembaga 
Negara independen atau lembaga 
negara komplementer dengan tugas dan 
wewenang untuk melakukan penegakan 
hukum perlindungan konsumen dan juga 
BPSK merupakan lembaga penunjang 
didalam peradilan, oleh karenanya, 
kekuatan BPSK bersifat fi nal dan 
mengikat. Makna fi nal yang dimaksud 
dalam putusan BPSK adalah fi nal pada 
Ɵ ngkat BPSK saja sedangkan pada Ɵ ngkat 
pengadilan putusan BPSK Ɵ dak bersifat 
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fi nal atau masih dapat dilakukan upaya 
hukum keberatan ke Pengadilan Negeri 
dan kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 54 ayat (3) UU 
Perlindungan Konsumen bahwa :

“Putusan Majelis bersifat fi nal dan 
mengikat” 

maka dapat dikatakan bahwa putusan 
BPSK dari hasil konsiliasi, arbitrase, dan 
mediasi bersifat fi nal dan mengikat. 
Final berarƟ  penyelesaian sengketa 
mesƟ nya sudah berakhir dan selesai dan 
Mengikat berarƟ  memaksa dan sebagai 
sesuatu yang harus dijalankan para 
pihak. Prinsip res judicata pro vitatate 
habetur  yaitu suatu putusan yang Ɵ dak 
mungkin lagi untuk dilakukan upaya 
hukum dan dinyatakan sebagai putusan 
yang mempunyai kekuatan hukum pasƟ .  
Berdasarkan prinsip demikian, maka 
putusan BPSK harus dipandang sebagai 
putusan yang mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap (in kracht van 
gewijsde). 

N a m u n , j i k a 
dibandingkan prinsip tersebut diatas 
dalam pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan 
Konsumen menyatakan:

“Para pihak dapat mengajukan keberatan 
kepada Pengadilan Negeri Paling lambat 
14 (empat belas) hari kerja setelah 
menerima pemberitahuan putusan 
tersebut” dari ketentuan sebagaimana 

tersebut diatas jelas bahwa Pelaku 
Usaha masih dapat mengajukan 
keberatan ke Pengadilan Negeri dengan 
tenggang waktu paling lambat 14 hari 
setelah pemberitahuan putusan BPSK. 
Namun demikian terkait dengan isƟ lah 
“keberatan” dalam arƟ an hukum acara 
di Pengadilan, sama hakekatnya dengan 
pengerƟ an banding atau kasasi sebagai 
suatu upaya hukum. Selama proses 
pengajuan keberatan, baik berupa 
banding atau kasasi, maka status putusan 
tersebut masih dapat dikatakan belum 
dapat disebut mempunyai kekuatan 
hukum pasƟ  (Inkrack van gewijsde) 
karena putusan demikian belum 
mengikat dan belum dapat dilaksanakan 
(eksekusi). 

Kemudian untuk Ɵ ngkat kasasi pada Pasal 
58 ayat (2) bahwa :

“Terhadap putusan Pengadilan Negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
para pihak dalam waktu paling lambat 
14 (empat belas) hari dapat mengajukan 
kasasi ke Mahkamah Agung Republik 
Indonesia”. 

Ketentuan dalam Pasal 58 ayat (2) yang 
menyatakan dapat mengajukan 

kasasi, kembali sangat 
bertentangan Pasal 54 ayat 

(3), dengan sifat putusan 
BPSK yang bersifat fi nal dan 
mengikat.

Pada dasarnya suatu putusan 
yang sudah mempunyai 

kekuatan hukum yang 
pasƟ , baru dapat dijalankan. 

Oleh karena itu putusan suatu 
badan peradilan harus mempunyai 

kekuatan eksekutorial, yaitu adanya 
kekuatan untuk dilaksanakan apa 
yang telah ditetapkan dalam putusan 
tersebut secara paksa oleh alat-alat 
negara. Adapun yang memberi kekuatan 
eksekutorial pada suatu putusan untuk 
dapat dilaksanakan secara paksa adalah 
adanya irah-irah “ Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa”. Putusan yang dapat dieksekusi 
adalah putusan yang sudah mempunyai 
kekuatan hukum pasƟ , dan putusan yang 
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KLAUSULA BAKU YANG DILARANG

Pencantuman atau penggunaan Klausula Baku 
Ɵ dak dilarang kecuali Klausula Baku yang isinya 
merugikan konsumen.

Klausula Baku yang dilarang itu melipuƟ :

1) Mengandung 8 NegaƟ f List, melipuƟ :
• Isinya mengurangi, membatasi, meng-

hapuskan kewajiban atau tanggung jawab 
pelaku usaha;

• Isinya menciptakan kewajiban atau tanggung 
jawab yang dibebankan pada konsumen.

2) Letak dan Bentuknya itu sulit terlihat atau 
dibaca oleh konsumen dan pengungkapannya 
sulit dimengerƟ .

3) 8 dafatar NegaƟ f List tersebut berisi:
• Menyatakan pengalhan tanggung jawab 

pelaku usaha;
• Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak 

menolak menyerahkan kembali barang yang 
dibeli konsumen;

• Menyatakan pemberian kuasa dari 
konsumen kepada pelaku usaha baik 
secara langsung maupun Ɵ dak langsung 
untuk melakukan segala Ɵ ndakan sepihak 
yang berkaitan dengan barang yang dibeli 
konsumen secara angsur;

• Member kuasa kepada pelaku usaha untuk 
mengurangi manfaat jasa atau mengujrangi 
harta kekayaan konsumen yang menjadi 
obyek jual beli jasa;

• Member kuasa kepada pelaku usaha untuk 
mengurangi manfaat jasa atau mengujrangi 
harta kekayaan konsumen yang menjadi 
obyek jual beli;

• Menyatakan tunduknya konsumen kepada 
peraturan yang berupa aturan baru, 
tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak 
oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 
memanfaatkan jasa yang dibelinya;

• Menyatakan bahwa konsumen member 
kuasakepadapelaku usaha untuk 
pembebanan hak tanggung jawab, hak 
gadai, atau hak jaminan terhadap barang 
yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

SANKSI PELANGGARAN KLAUSULA BAKU

Bagi pelaku usaha yang telah melakukan 
pelanggaran larangan tersebut  dapat dikenakan 
sanksi perdata maupun pidana.

Sanksi Perdata

Klausula Baku yang menyimpang dari ketentuan 
tersebut dinyatakan batal demi hukum. Pernyataan 
batal demi hukum harus diajukan melalui gugatan ke 
Pengadilan Negeri oleh Konsumen yang dirugikan.

Sanksi Pidana

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dipidanan dengan penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta 
rupiah).

KONSUMEN CERDAS

Kementerian Perdagangan telah melaksanakan Program Gerakan Konsumen 
Cerdas dengan memberikan lima kiat,  di antaranya konsumen harus: 1

1. mampu menegakkan hak dan kewajiban sebagai pembeli barang dan jasa;
2. Konsumen harus meneliƟ  barang dan jasa sebelum membeli;
3. memperhaƟ kan label, manual, kartu garansi;
4. memperhaƟ kan masa kedaluarsa;
5. Konsumen juga harus memasƟ kan produk itu sesuai mutu kesehatan, 

keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Sementara para pelaku usaha pelaku usaha wajib beriƟ kad baik dan 
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produknya.

Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
Kemendag merupakan koordinator penyelenggaraan perlindungan konsumen 
di Indonesia.Saat ini telah terbentuk 111 Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) di Ɵ ngkat kabupaten/kota guna melindungi hak konsumen. 
Tiga di antaranya telah beroperasional di Jawa Timur, yakni Kota Kediri, Kota 
Malang, dan Kota Surabaya. Selain itu juga akan dibentuk BPSK di daerah 
lainnya di Jawa Timur, seperƟ  Nganjuk, Kota Probolinggo, dan Kabupaten 
Probolinggo.

1 http://www.antaranews.com/berita/404208/kementerian-perdagangan-minta-masyarakat-jadi-
konsumen-cerdas
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